Berbicara tentang Hukum Internasiomal tidak bisa
dilepaskan dari masalah Subyek Hukum Internasional, Hal
ini disebabkan karena subyek hukum iml:ermional adalah
merupakan pelaku dari bubungan-hubungan internasional.
Titik pangkal dari pembicaraan masalah subyek hukum in-
ternssional adalah pengertian dari subyek hukum itu sendi-
ri, Di dalam Tlmu Hukum, pengertian Subyek Hukum adalah
setiap pemegang hak dan kewajiben. Sedangkan dalam hukum
internasionmal, pengertian Subyek hukum internasional ada-
1a h pemegang (=segala) hak dan kewa jiban menurut hukum
internasional.

Untuk saat ini, tidak dapat lagi dikatakan bahwa
hukum internssional hanya mengatur hubungan antara negara-
negara. D1 dalam hukium internasional dewasa ini subyek
hukum internasiomal telah mengalami perkembangan yang amat
pesat, dan terbukti darl makin bertambahnya subyek hukum
internasional yang bukan negara, diamtaranya adalah orga-
nisasi internasional. Organisasi internasional, sampal sa-
at ini masih belum mempunyai suatu batasan atau pengertimn
yang jelas. Di dalam hukum internasional masih belum ada
satu ketentuanpum yang memberikan batasan tentang apa yang '
dimaksud dengan organisasi internasional, Nemun demikian
para ahli hukum internasional mencoba umtuk memberikan bm-
tasan tentang organisasi internasional. Salah satu diantas-
rahya adalah Boer Mauns yang menyatakan organisasi imter-

nasional adalah suatu perhinpm negara-negara yang mer-



deka dan herdaulat untuk mencapai kepentingan bhersama
melalul orgam-organ dari perhimpunan itu sendiri.

pada hakekatnya organisasi internasional dapat di=-
katakan berkembang dengan pesat mulai abad ke-19, Hal ini
ditandai dengan adanya kebutuhan akan lembaga permanen
yang berfungsi untuk menyelesal kan herbagai persoalan
yang timbul dari berbagal hubungan internasional. Salah
satu diantara seklan banyak organisasl intermasiomal khu-
susnya yang bersifat regional, terdapat di kawasan Asia
penggara yaitu pssociation of South East Asian Hations
(selanjutnya disebut ASEAN). Pada dasarnya misi yamg akan
diper juangkan oleh ASELN adalah menciptakan suasana peanuh
persahabatan, kedamaian dan kemakmuran di kawasan Asla
Tenggara. Dalam rangka ker jasama ASEAN imi, perlu juga di-
kemukakan behwa di samping adanya persamaah-persamaan, Ra-
ka ker jasams regional ini juga mempunyai perbedaan-perheda-
an yang tajam dalam pandangan ideologi, tradisi politik
dan keanskaragaman kebudayaan. Dan ternyata perbedaan~per-
hedaan yang terdépat diantara negara-negara anggota ASEAN
ini, dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan-~-perseli-~
sihan yén& meningkat menjadi persengketaan diantara sesama
negara abggota ASEAN.ASEAN sebagal organisasi regional ten-
tu mempunyal kewaliban untuk menyelesaikan persengketaan
yang terjadi diantara sesama megara anggotanya. Di dalanm
pisgam Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut de-
ngan Piagam PRB) terdapat suatu ketentuan yang mengl jinkan



organisasi regiomal untuk menangani dan menyelesalkan ma-

salah~masalah yang diperkirakan akan mengganggu perdamaian

dan keamanan regionalnya. Ketentuan tersebut adalah pas&l

52 ayat (1) Piagam PBR yang berhubungan deungam Pasal 33

ayat (1) Piagam PBB. Sedamgkan di dalam Deklarasi Bangkok

1967 yang merupakan dasar hukum berdirinya ASEAN, tidak

ada ketentuan mengenal penyelesaian sengketa yang terjadi

di antara. sesamm negara anggotanya, namun demikian dalam |

Perjamjian persahabatan dan Ker jasams di gsia Tenggara

yang dihasilkan dalam Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN

1 di Bali terdapat suatu mekanisme penyelesaian sengketa

di antara negara-nsgara anggota ASEAZN. Atas dasar uraian ter-

sebut, skripsi ini berjudul : "Pimjauan Peranan. Associatlon

of south East Asian Nations (ASEAN) dalam penyelesalan per-

sengketaan Wilayah sabah antara Negara Mplaysia dan philipinsn
Adapun tujuan penelitian adalah untuk mencari data-data

yang dapat dipergumaksn sehagai bahan untuk penyusunan skripsi

yang merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi

oleh seorang calon Sarjana Hukum Universitas surahayﬂ di su-

rahaya., Untuk mencapal validitas skripsi yang dapat diper-

tanggung jawabkan, khususnya tentang permasalahan sejauh mana

wewenang ASEAN di dalam menyelesaikan persengketaan yamng ter-

jadi di antara megara anggotanga, yaknl sengketa mengenai

status wilayah Sabah antara msgara Malaysiz dan Philipina.
Sedang_hm—n. metode yang dipergunakan dalam skripsi ini

merupakan penelitian yang bersifat ls:uall.:‘i_.i:.a:l:11’w yaltu metode
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yang berpangkal tolak dari penemuan asas-asas dan informasi
—-informasl baik berupa ketentuan-ketentuan formal maupun
naskakh~naskah resmi yang ada, kemudian akan diteliti dan
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, sumher data diambil
dari sumber data Sekunder yaitu studi kepustakaan guna mem-
peroleh landasan teoritis berupa tulisan-tulisan maupun
pendapat-pendapat para ahli atau pihal:—pihék lain yang ber-
wenangdan juga untuk memperolsh informasi-informasi baik
dalam bentuk ketentuan~ketentuan formal maupun naskah-naskah
resml yang ada. Setelah data-data itu dikumpulkan, maka un-
tuk pemgolahan data dilakukan dengan cara deduktif dengan
memakal metode yuridis normatif. Maksudnya adalah suatu
pendekatanyang bertitik tolak dari kaidah-kaidah hukum yang ’
berhubungan dengan ASEAN, baik itu dasar hukum pembentukan
organisasi regional ASEAN yakni Deklafasi Bangkok 1967 mau-
pun kaidah-kaidah hukum lainnya yang dibasilkan oleh ASERN
sanpal saa£ ini dan berhubungan dengan pembahasan dalam
skripsi ini.

pi samping itu jadwal waktu pemelitian yang diguna-
kan untuk memcari data.‘ dibagi dalam beherapa fase :
19 Februari - 3 Maret 1990
5 Maret - 5 Juni 1590
- Fase analisis data 10 Juni - 28 Agustus 1990

palam hal ini pokok hasil penelitian yaitu bahwa
songketa mengenai status wilayah sabah diawali ketlka pem-

- Fase pengumpulan data

[ 1]

- Fase pengolahan data

(1)

-0

bentukan Federasi Malaysia, pada bulan ggustus 1963, Pemo-



Indonesia dan pemerintah philipina neitgaduksn protes ketika
Malaysia memasukkan Borneo Utara (kemudian diberi nama Sa-
bah) kedalam Federasinya, Pemerintah Indonesia menjalankan
a. pa yang disebut dengam politik komfrontasi, yang berakhir
ketika tumbamgnya pemerintah Orde Lams dan digantikan dengan
pemerintah Orde Baru yang lebih menekankan pada prinsip ber-
tetangga baik dan kidup berdampingan s ecara damai, pPemerin-
-tah Philipina menga jukan protes dan behkam mengklaim bahwa
wilayah sabah. adalah merupakan wilayah kekuasaannya. Saipai
sejauh ini Philipina masih juga halun mau mengakui bahwa wi-
layah Sababh merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah Fede-~
rasi Mmalaysia .

Usaha-usaba yang dilakukan untuk mencari psnyelesa:l.an atas
sengketa mengenai status wilayah sakah ini telah d:l.upayakan
baik oleh kedua pihak yang bersengketa maupun oleh organi-
sasi regiomml ASEAN. Upaya ya‘ng dilakukan oleh kedua helah
pibak yang be rsengketa adalah demgan jslan lemdakan pe-
rundingan~perundingan 8 ecara langsung diantara mereka.,
Tindakan tersebaut nampak ketika pada bulan Juni 1966, pe-
uerintah Philipina mengirim sejumiah delegasi yang dipimpin
oleh Memteri Luar Mpgeri Narciso Ramos guna hertemu demgan
Wakil perdana Menteri Malaysis Tun xbdul Razak untuk memcari
kata sepakat gune menyelesaikan peraemsksm diantai-& kedua _
NOEATA, 'khnsu.snya. pPersengketaan mengenai status wilayah sa-
ba.h, Tindakan yang diambkil oleh pemerintah philipina :Ln:l.
dimungkinkan karena. pemeriniah Philipina dibawah pimpipan



presiden Ferdinand Marcos mulai meninggalkan politik garis
keras yang dianutnya dalam mengha dapi persengketaan menge-
nal wilayah sabah. Dalam pada itu, tidak dapat diabaikan
peranan darl pemsrintah Thailand sebagai tuan rumah dﬂn
perundingan saantara Malaysiz dan Philipins, khususnya peree
nsn Menteri Luar Negeri pada saat itu, Thamat Khomam, yang
herperam sebagai perantara dalam mengakhiri resolusi tun~
tutan Philipina atas wilayah sahah, _
Upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN antara lain dengan
momawarkan diri untuk menjadl penengah dalam sengketa an-
tara Malayseis dan philipina khususnya seungketa mengenai sta-
tus wilayah Sabah., Akan tetapi nampaknya kedua belah pihak
lebih mengutamakan perundingan-perundingan secara langsung
dalam upaya umtuk menyelesaikan s engketa wilayah sabah ini,
Sengketa yang ter jadi dliantara kedua megara m& sans~Sans
merupakan negara anggota ASEAN akan melemahkan atau bahkan
dapat pula memghancurkan kehidupan dan kelamgsungan daril
organisasi regional ASEAK. Hal ini disebabian karena apahli-
la diantara negara-negara anggota masih terdapat perseangke-
taan yang dapat mengakibatkan terpeca hhya organisasi regio-
nal ASELN, maka pibak-pikak luar terutams negara-megara adi-
kuasa akan memanfgatkan hal ini umtuk memecah belah dan pada
akhirnys akan me nguasal kawasan isia Temggara.

sedamgkan obyek penelitian umtuk menunjamg penyu-
sunan skripsi inii adalah kaidah-kaldah hukum yang berhubung-
an dengan ASEAN baik itu dasar hukum pembentukam organisasi



regional Asm yakni Deklarasi Bamgkok 1967, maupun kaidah-
kaidah hukum lainnya yamng dihasilkan oleh ASEAN hingga saat
ini yang berhubungan atau ada kaitannya dengan pembahasan
sasalah ini, |

Lokasi Pemslitian skripsi adalah sesuai dengam si-
fat penelitiaanya, yang kualitatif maka pemlitiai—peneli—
tiam dilakukan diperpustakaan serta dokumen-dokumen yang
herhubungan dengan pembshasan masalabh dalam skripsi ini, -

Askkiraya dapat ditarik kesin.pulén sebagal herikut,
bahwa ASELN sebagai organisasi intermasiomal regiomal, mem-
punyai kewe nangan untuk menyelesaikan sengketa yang ter ja-
di diantara negara~-pegara anggotanya herdasarkan pasal 335
a yat (1) Plagam PBR yang berbubungsa dengan pasal 52 ayat
(1) Piagam PBE, yang memboriksm kesempatam kepada organisasi
internasional regiomal untuk memnyelesaikan masalab-masalal
yang ter jadi di regiomaya. ‘
Songketa memgemai status wilayah sabah antara negara Nalay-
sia dan Philipina, yang mana keduanya merupakan negara~Bega-
ra anggota ASEAN, dapat melemahkan bahkan menghancurkan ke-
beradsan dari organisasl regiomal ASEAN. Oleh karena itu
KSEAN memgusahakan segala daya upaya umtuk mombantu mencari
suatu penyelesaian secara damal yang dapat diterima oleh
kedua helah pihak yang bersengketa.Usaha-usaha yang dilaku-
kan oleh ASEAN adalah dengan menawarkaa diri untuk menjadi
pensngah dalam usaha untuk mencari suatu kata sepakat yang
dapat diterima oleh kedua belsgh pihak, D1 samping itu ASEAN



terus mendesak kedua negara uniuk meningksatkar perunding-
an-perundingan diantara. kedua pihak, sehinggs dapat men~
‘capal suatu peayelesaiamn jang damal berdasarkan atas prin-
- sip-prinsip Piagam PBR.

Dalam Deklarasl Bamgkok 1967, tidak diatur mengenai tata
cara untuk menyelesaikam suatu sengketa yang térj_adi di
antara negara-negara anggota ASEAN, tetapi dalam perjmnji-
an Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara hasil dari
KTT ASEAN I di Bali terdai:at suatu mekenlisme penyelesmian
senzl;eta diantara negara-negara anggota ASEAN.

Wa laupun di dalam perjanjian Persahabatan dan Kerjasama

. d1 Asla Tenggara terdapat suatu mekanisme penyelesaian
sengketa diantara sesama m&,ai-a anggata ASEAK, tetapi nam-
pa-knya belum semua ketentuan yang terdapat dalam mekanisme
tersebut dijalankan oleh LSEAN. Diantaranya adalah mengenai
pembentukan sebuah pewan Agung (HEligh Council), sampal saat
inl belum pernah dibentuk.

Negara-negara anggota ASEAN yang lain, seperti Indonesia
dan Thailand memegang peranan yang sangat penting dalam
usaha mengari penyelesalan persengketaan digntara DOSAra-
negara anggota ASEAN, khususnya sengketa mengenai status
wilayah Sabah an;tara negara Malaysia dan pPhilipina, Indone-
sia merupakan pelopor dalam usaha umiuk mencari suatu pe-
nyelesalan sengketa diantara negara-negara di asia Tenggara
sedangkan Thailand bertindak sebagal tuan rumah, dalaa pe- |
rundingan~-perundingan yang dilakukan oleh negara Malaysia



dan Philipina dalam usaha untuk mencari suatu penyelesaian
bagl sengketa mengenai ﬁtatus wilayah sakah.

Surabaya, Agustus 1990
- Mahasiswa yang bersangkutan
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